
BUPATI TEGAL 
PROVINS! JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI TEGAL 
NOMOR S- TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 81 TAHUN 2017 
TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN 

PAJAK REKLAME 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TEGAL, 

Menimbang a. bahwa ketentuan dan tatacara pemungutan pajak reklame 
telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 81 
Tahun 2017; 

b. bahwa Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a 
beberapa ketentuannya sudah tidak sesuai dengan kondisi saat 
ini, sehingga perlu diubah; 

c. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemungutan Pajak Relame. 

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950); 

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak 
Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3686) sebagaimana telah diubah bebecapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3987); 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Te.bun 2002 Nomor 27, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 



5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara 
Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang 
Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 
Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 
tentang Pajak Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Tegal Tahun 2014 Nomor 2); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal 
Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 
Nomo2 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 
110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 
Tahun Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12); 

10. Peraturan Bupati Tegal Nomor 81 Tahun 2017 tentang Ketentuan 
dan Tatacara Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah 
Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 81); 

11. Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2019 tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan
badan Daerah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal 
Tahun 2019 Nomor 74); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI TEGAL NOMOR 81 TAHUN 2017 TENTANG KETENTUAN 
DAN TATA CARA PE MUNGUTAN PAJAK REKLAME. 



Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 81 Tahun 2017 tentang 
Ketentuan dan Tatacara Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Tegal 
Tahun 2017 Nomor 8), diubah sebagai berikut: 

1. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB baru yaitu BAB IIIA, yang 
berbunyisebagai berikut: 

BABIIIA 
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN 

2. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 3 (tiga) Pasal baru yaitu Pasal Sa, 
Pasal Sb, Pasal Sc, dan dan ditambah 3 (tiga) bagian baru, yang berbunyi 
se bagai berikut : 

Bagian Kesatu 
Tatacara Pembayaran 

Pasal Sa 
(1) Pajak reklame merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan SKPD 

official assesment. 
(2) Penghitungan dan penetapan pajak reklame dituangkan dalam SKPD dan 

disampaikan kepada wajib pajak paling lambat tanggal 5 (lima) hari setelah 
SKPD ditetapkan. 

(3) Pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak atau kuasanya dilakukan 
sekaligus dan lunas di Kas Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah 
SKPD diterima wajib pajak. 

(4) Pajak yang terutang dibayar di Bank Pembangunan Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Cabang Slawi, Cabang Pembantu dan Kantor Kas di wilayah 
Kabupaten Tegal untuk disetorkan ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Tegal 
atau melalui bendahara penerima Bappenda. 

(5) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu 
pembayaran jatuh pada satu hari kerja berikutnya. 

(6) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SSPD sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
lnl. 

Bagian Kedua 
Tatacara Pembayaran Angsuran dan 

Penundaan Pembayaran Pajak 

Pasal Sb 
Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang 
dilakukan sebagai beriku t : 

a. wajib pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun 
menunda pembayaran pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis 
kepada Kepala Badan dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan 
fotokopi SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya; 

b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus melampirkan 
rincian utang pajak pada tahun pajak yang bersangkutan dan disertai dengan 
alasannya serta sudah diterima Kepala Badan paling lama 7 (tujuh) hari sejak 
diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD; 



c. permobonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran 
yang disetujui Kepala Badan dituangkan dalam Keputusan yang dikeluarkan 
setelah terlebib dahulu mendapat telaahan dari Kepala Bidang Pajak II 
Bappenda. 

d. pemberian angsuran tidak menunda kewajiban wajib pajak untuk 
melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan; 

e. penundaan pembayaran diberikan paling lama 1 (satu) bulan, terbitung mulai 
jatub tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD 
kecuali ditetapkan lain oleb Kepala Badan; 

f. pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga 
sebesar 2 % (dua persen); 

g. perbitungan untuk pembayaran angsuran adalab sebagai berikut: 
a. perbitungan untuk sanksi bunga dikenakan banya terdapat jumlah sisa 

angsuran; 
b. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa 

pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran; 
c. pokok pajak angsuran adalah basil pembagian antara jumlah pajak 

terutang yang akan diangsur dengan jumlah angsuran; 
d. bunga adalah basil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga 

sebesar 2 % (dua persen); dan 
e. besarnya jumlab yang barus dibayar tiap angsuran adalah pokok pajak 

angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2 % (dua persen). 
b. perbitungan untuk penundaan pembayaran adalab sebagai berikut: 

a. perbitungan bunga dikenakan terbadap selurub jumlab pajak terutang 
yang ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2 % (dua persen) dengan 
jumlab pajak terutang yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah 
utang pajak yang akan ditunda; 

b. besarnya jumlah yang barus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak 
yang ditunda, di tam bah dengan jumlah bunga 2 % (dua persen) perbulan; 
dan 

c. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat 
jatub tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur. 

1. terbadap wajib pajakyang telah mengajukan permohonan pembayaran secara 
angsuran tidak dapat mengajukan permohonan pembayaran untuk surat 
ketetapan yang sama. 

Bagian Ketiga 
Tata Cara Penagihan 

Pasal Sc 
(1) Kepala Badan dapat menerbitkan STPD apabila: 

a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; dan 
b. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau 

denda. 
(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1) huruf a dan huruf b di tam bah dengan sanksi administratif 
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu 
paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak. 



(3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran 
dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) 
sebulan dan ditagih melalui STPD. 

(4) Bentuk dan isi STPD sebagaimana ternatum dalam Lampiran II yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal. 

Ditetapkan di Slawi 

pada tanggal \ 4 JDl"lu:tfi 20.'.lO 

{)!' ATITEGAL, 

Diundangkan di Slawi 

pada tanggal \ 4 Januo.r i 2.020 

SEKRETARIS DAERAH 

WIDODO JOKO MULYONO 

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN '2020 NOMOR S-



LAMPIRAN I 
PERATURAN BUPATI TEGAL 
NOMOR S" TAHUN 2021 
TANGGAL ·lc::l JO.'il\JDt"i 202o 
TENTANG 
KETENTUAN DAN TATACARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME 

Bentuk Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 

PEMERINTAH KABUPATEN 

® 
TEGAL 

BADAN PENGELOLAAN SURAT SETORAN PAJAK 
PENDAPATAN DAERAH DAERAH 

JI. A. Yani No. 30 Tegal. Telp. 
(0283) 6198525 Fax.(0283) 
6198525 Tahun: 

Kode Pos 52412, Bulan: 
Email : bappendE@tegalkab.go.id 

NPWPD Kode Rekening : 

Nama 

Alamat 

Berdasarkan Tahun: Bulan: 

Tanggal Nomor: 

No. Ayat Jenis Pajak 

Rp. 

Dengan 
huruf: 

No. SSPD 

Jumlah 

Tegal, Diterima, Tanggal : Teraan Kas Register 
Penyetor Bendahara Penerimaanan 

NIP. 



LAMPIRAN II 
PERATURAN BUPATI TEGAL 
NOMOR 5 TAHUN 2017 

TANGGAL 14 Jo_V\ucw·i JOJO 
TENTANG 
KETENTUAN DAN TATACARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME 

Bentuk dan Isi Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) 

KOP BAPPENDA 

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH 

Kepada Yth : .................. . 

Nomor 
Tanggal 

di .................................. . 

Tanggal jatuh tempo : 

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang 
Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan pelaksanaan kewajiban pembayaran 
Pajak Parkir terhadap : 

Nama Usaha 
Alamat 
Nama Pemilik 
Alamat 

II. Dari Pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah 
se bagai berikut : 

1. Pokok pajak yang harus dibayar Rp ........ 

2. Telah Dibayar tanggal ............... Rp ......... 

3. Pengurangan Rp ......... 

4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (2+3) Rp ........ 

5. Kurang Dibayar (1-4) Rp ........ 

6. Sanksi administrasi bunga berupa (Pasal .... Perda Rp ......... 
Nomor 8 Tahun 2010) 
Bunga = ......... bulan X 2% X Rp ............ (5) 

7. Jumlah yang harus dibayar (5+6) Rp ........ 

Dengan Huruf : 



; 

Slawi, 

a.n. Kepala Bappenda Kabupaten Tegal 
Kepala Bidang Pajak Daerah II 

( ................................ ) 
NIP ........................ . 

~ UMI AZIZAH 


